BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 1653, 2019

BNN. Kode Etik Pegawai. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mewujudkan Pegawai Badan Narkotika
Nasional yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab,
dan profesional dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika, telah ditetapkan Peraturan Kepala
Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional,

bahwa ketentuan mengenai Kode Etik Pegawai Badan
Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012
tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
belum mengakomodir kebutuhan organisasi sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Kode Etik

Pegawai Badan Narkotika Nasional,
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan
Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1941);
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Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KODE
ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat
BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab
kepada Presiden.

Pegawai Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya
disebut Pegawai BNN adalah pegawai yang berdasarkan
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan
tugas dan fungsi pada Badan Narkotika Nasional.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional adalah
pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dan pergaulan hidup
sehari-hari.

Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat
MKKE adalah perangkat yang bertugas melakukan
penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran
kode etik.
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(1)

(2)

(3)

BAB II
KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pasal 2
Pegawai BNN wajib bersikap dan berpedoman pada Etika
dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan serta
kehidupan sehari-hari.
Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. ASN;
b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. etika bernegara;
b. etika berorganisasi;
c. etika bermasyarakat;
d. etika terhadap sesama pegawai; dan

e. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 3

Etika bernegara meliputi:

a.

menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan yang Dbersih dan
berwibawa;

menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya
secara efisien dan efektif;

mentaati semua peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam melaksanakan tugas;

dilarang melakukan pelecehan harkat dan martabat
manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
dilarang untuk memanipulasi dan merekayasa perkara
yang Dbertentangan dengan ketentuan = peraturan

perundang-undangan;
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dilarang menyampaikan data dan/atau informasi yang
diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait
tugas lembaga yang wajib dirahasiakan kepada pihak lain
yang tidak berhak tanpa persetujuan pimpinan;

dilarang mendukung dan menjadi salah satu anggota
partai politik; dan

dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan

dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pasal 4

Etika berorganisasi meliputi:

S SN I

menjaga kehormatan lembaga;

memiliki integritas dan konsisten dalam bersikap dan
bertindak;

objektif terhadap permasalahan;

memiliki komitmen terhadap visi dan misi;
menandatangani pakta integritas;

berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko
kerja;

disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan
tugas sesuai perintah tugas yang dipercayakan
kepadanya;

setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi
secara berkala;

dilarang menyampaikan dan menyebarluaskan informasi
yang tidak benar mengenai lembaga dan/atau pribadi
pegawai kepada pihak lain;

dilarang menggunakan fasilitas kantor selain untuk
kegiatan kedinasan;

dilarang bersikap diskriminatif melalui tindakan atau
pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan
maupun atasan,

dilarang melakukan kegiatan dengan pihak lain yang
secara langsung maupun tidak langsung patut diduga
menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan

tugas dan kewenangannya, termasuk pengaruh
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